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2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntabilitas

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


[image: ](Husaeri, Nurhayati, & Sukarmanto, 2018) dalam penelitiannya menjelaskan Akuntabilitas merupakan kejelasan kerja, penggunaan dan tanggung jawab antar seluruh mitra pendekatan organisasi penyelenggara zakat sehingga administrasi organisasi dalam menjalankan bagian intermediasi zakat dapat terlaksana dengan sukses dan produktif. "Tanggung jawab sebagai suatu keharusan untuk memberikan detail pada latihan organisasi." Oleh karena itu, perusahaan harus diawasi secara akurat, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan mitra lainnya. Tanggung jawab adalah komitmen dari pemberi amanah (operator) untuk memberikan tanggung jawab, memperlihatkan, melaporkan dan menyingkapkan segala kegiatan dan latihan yang menjadi tanggungannya kepada pihak yang memberi kepercayaan (vital) yang mempunyai hak dan ahli untuk meminta pertanggung jawaban itu.” Dari pengertian Tanggung Jawab di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab adalah kewajiban atas segala sesuatu yang dilaksanakan oleh administrasi atau lembaga yang memberikan keahlian dan tanggung jawab dapat menjadi pedoman yang menjamin bahwa setiap gerak-gerik suatu organisasi atau orang dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. ke tempat terbuka.
(Finamore et al., 2021) dalam penelitiannya menjelaskan Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau jawaban serta menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan organisasi
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[image: ]termasuk keberhasilan dan kegagalan misinya kepada pihak yang mempunyai kewenangan untuk mempertanggungjawabkannya. Konsep akuntabilitas sebagai nuansa tanggung jawab untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien, ekonomis, sejalan dengan penggunaan konsep penyelidikan yang komprehensif, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai keekonomian, efisiensi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masing-masing departemen, lembaga atau lembaga pemerintah daerah.
(Ritonga, Anggraini, & Lubis, 2024) dalam penelitiannya menjelaskan Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus disampaikan oleh suatu entitas yang memperoleh tanggungjawab tersebut kepada pihak yang memberikan tanggungjawab, terkhusus dalam pengeloaan keuangan organisasi ataupun entitas yang bersumber dari eksternal organisasi atau entitas tersebut. Akuntabilitas akan menjadi standar bagi keberhasilan tujuan organisasi dan realisasi prinsip-prinsipnya. Pada dasarnya aksioma penting yang terdapat pada Sharia Enterprise Theory (SET) berhubungan antara tanggung jawab umat manusia dengan Allah SWT dan hubungan akuntabilitas dengan pemangku kepentingan yaitu muzaki. Teori ini memberikan pengetahuan kepada manusia bahwasanya pada hakekatnya kepemilikan utama hanyalah pada Allah SWT, dan manusia mempunyai hak menjadi pengelola (khalifa). Oleh karena itu, dari penjelasan sebelumnya yang berhubungan dengan Sharia Enterprise Theory bahwasanya segala hal-hal yang dilakukan manusia di muka bumi ini tidak selalu untuk kepentingan duniawi tetapi juga dilakukan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. (Nurhalimah, Yafiz, & Harahap, 2023) dalam penelitiannya menyatakan Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban bagi banyak pihak yang berada
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[image: ]di bawah pengawasan wali atas pengelolaan keuangannya. Salah satu landasan pengelolaan zakat, akuntabilitas menjadi elemen krusial, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat. Dengan demikian, jika dilakukan dengan baik maka pengelolaan keuangan dapat menjadi sumber uang yang berasal dari dalam masyarakat dan dapat digunakan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.
(Zahara, Zahra, Prawita, & Zahra, 2023) dalam penelitiannya menjelaskan Akuntabilitas merupakan tanggung jawab seseorang atau kelompok dalam sebuah organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau pemangku kepentingan. Dalam konteks pengelolaan zakat oleh lembaga atau organisasi, entitas amil memiliki tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana zakat yang dipercayakan oleh muzakki atau pemangku kepentingan.
(Junjunan, Asegaf, & Takwil, 2020) dalam penelitiannya menjelaskan Akuntabilitas merupakan unsur yang penting sebagai salah satu asas pengelolaan zakat, akuntabilitas memiliki makna yang sama dengan amanah, akuntabilitas juga berarti memberikan pertanggungjawaban atas program yang dilaksanakan dalam sektor publik termasuk lembaga pengelola zamat kepada stakeholders sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan.
(Yusra & Riyaldi, 2020) dalam penelitiannya menjelaskan Akuntabilitas menunjukkan upaya pengelola atau penerima amanah atas pengelolaan sumber- sumber daya yang dipercayakan oleh pihak pemberi amanah. Akuntabilitas pada sebuah lembaga menggambarkan bahwa lembaga tersebut sudah memenuhi misi yang telah mereka tetapkan. Jika peran dan fungsi lembaga terpenuhi dan dirasakan oleh pemangku kepentingan, maka dapat dikatakan lembaga tersebut akuntabel.

[image: ]Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas lembaga publik dilaksanakan dengan memenuhi indikator-indikator diantaranya: menetapkan rincian wewenang dan tanggungjawab lembaga yang selaras dengan tujuan, memiliki ukuran kinerja serta menetapkan upaya untuk mencapainya, melaksanakan tugasnya secara jujur dalam penyusunan dan pelaksanaan program, pertanggungjawaban disampaikan secara berkala dan menindak-lanjuti setiap keluhan atau pengaduan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan, mengevaluasi terhadap kinerja, dan lembaga tersebut diawasi oleh masyarakat dan atau oleh lembaga yang berwenang melakukan pengawasan.
2.1.2 Transparansi
(Husaeri et al., 2018) dalam penelitiannya menjelaskan Transparansi adalah Keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.
(Ritonga et al., 2024) dalam penelitiannya menjelaskan Transparansi adalah keterbukaan yang jujur pada kebaikan, menyeluruh dan memberikan dukungan dinamis dari seluruh jajaran organisasi/perusahaan dalam menangani pengawasan aset organisasi/perusahaan. Sehingga setiap pendekatan yang dikeluarkan oleh penyelenggara atau organisasi dapat dilakukan secara transparan dengan memberikan ruang yang cukup bagi organisasi/perusahaan untuk mengambil bagian.
(Nasution, Hermawati, Nur, & Setia, 2024) dalam penelitiannya menjelaskan Transparansi adalah kebijakan yang mewajibkan penyampaian

informasi secara terbuka dan tanpa menutupi apa pun. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan akses informasi kepada pihak yang membutuhkan dan meningkatkan akuntabilitas.
[image: ](Finamore et al., 2021) dalam penelitiannya menjelaskan Transparansi artinya penyampaian laporan keuangan serta operasional manajemen kepada semua pihak secara terperinci-terangan. Terwujudnya transparansi pada pengelolaan zakat akan membentuk sistem kontrol yang baik antara lembaga dengan pemangku kepentingan, karena melibatkan tidak hanya organisasi internal (lembaga zakat), tetapi juga pihak eksternal yaitu muzakki atau masyarakat luas. Ini harus dipergunakan buat mengurangi kecurigaan publik serta ketidakpercayaan institusi terhadap pemegang tanggung jawab.
Anggaran yang disusun lembaga dikatakan transparan bila memenuhi kriteria berikut :
a. Tersedia dokumen anggaran serta mudah diakses.
b. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
c. Ada sistem pemberian informasi kepada publik.

Terciptanya transparansi akan mampu memberikan akibat yang baik bagi pengawasan organisasi. Tentunya hal ini akan mensugesti dan mendorong muzakki buat memilih lembaga zakat. Transparansi akan menjalin hubungan saling percaya antara komunitas muzakki menggunakan pengelola zakat. Pada Islam, konsep transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan info, instansi wajib amanah, dalam hal ini organisasi publik tidak menyembunyikan apapun kepada masyarakat.

[image: ](Zahara et al., 2023) dalam penelitiannya menjelaskan Transparansi adalah praktik penyajian laporan secara jujur dan terbuka, tanpa menyembunyikan informasi apa pun, sehingga memungkinkan akses informasi bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dalam pengelolaan zakat, transparansi terwujud ketika tidak ada penutupan informasi, yang menciptakan keyakinan terhadap lembaga pengelolaan, dan memberikan pandangan bahwa mereka memiliki kompetensi dan integritas. Terwujudnya transparansi ini berhubungan langsung dengan masyarakat yang dapat melihat dan mengakses informasi yang jelas.
(Naya Nadiyah Uno a, 2023) dalam penelitiannya menjelaskan Transparansi dalam konteks pengelolaan zakat berarti memberikan laporan keuangan dan informasi terperinci tentang operasional manajemen kepada semua pihak terkait. Keberhasilan mencapai tingkat transparansi yang tinggi dalam pengelolaan zakat tentu menghasilkan sistem pengawasan yang baik antara lembaga zakat dan pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk organisasi internal (lembaga zakat) dan pihak eksternal seperti muzakki atau masyarakat umum. Hal ini penting untuk mengurangi kecurigaan dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi dan para pemegang tanggung jawab. Anggaran yang disusun Lembaga dikatakan transparan apabila memenuhi kriteria berikut:
1. Tersedia dokumen anggaran serta mudah diakses.

2. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
3. Dipublikasikan kepada pihak internal dan external.
Dengan adanya transparansi maka akan mampu memberikan efek yang baik bagi pengawasan organisasi. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya minat para muzakki atau pemberi zakat untuk membayar zakat melalui badan amil zakat

[image: ]nasional. Transparansi juga akan menciptakan hubungan saling percaya antara muzakki dengan lembaga yang bertugas dalam mengelola zakat. Dalam islam sendiri konsep transparansi berkaitan erat dengan nilai kejujuran, artinya dalam menyampaikan informasi lembaga wajib menyampaikan informasi sesuai dengan data yang ada dan tidak menyembunyikan hal apapun dari maysarakat.
2.1.3 Pertanggungjawaban

(Husaeri et al., 2018) dalam penelitiannya menjelaskan Pertanggungjawaban adalah kesepakatan dalam administrasi organisasi dengan undang-undang dan arahan yang sesuai serta standar organisasi yang baik. Pedoman ini sangat penting untuk diterapkan pada organisasi penyelenggara zakat seperti LAZ. Dalam pedoman kewajiban atau tanggung jawab tampak bahwa setiap orang dalam organisasi harus mampu dalam segala aktivitasnya, terutama yang berkaitan dengan bagian-bagian dan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Pedoman tugasnya menekankan adanya kerangka kerja yang jelas untuk mengendalikan instrumen tanggung jawab organisasi kepada pemegang saham dan mitra serta mematuhi semua arahan dan undang-undang terkait. Pertanggungjawaban pada aspek sosial menuntut organisasi untuk mempunyai filosofi bahwa suatu organisasi adalah sebuah entitas publik yang berada pada lingkungan global dan memberikan kontribusi kepada publik sehingga harus memberikan pertanggungjawaban terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial organisasi sebagai bagian dari masyarakat.
2.1.4 Zakat

(Indrarini, 2017) dalam penelitiannya menjelaskan Pengertian Zakat dibedakan menjadi dua, yaitu dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologis, zakat mempunyai beberapa implikasi, yaitu al barakatu 'berkah', al namaa 'pertumbuhan dan

[image: ]perkembangan', ath thaharatu 'kemurnian' dan cinder - shalahi 'ketertiban'. Sementara itu, dari segi istilah masing-masing peneliti mempunyai pandangan masing-masing mengenai pengertian zakat, namun pada dasarnya sama saja dimana zakat adalah harta dengan syarat-syarat tertentu, yang diwajibkan Allah kepada pemiliknya, untuk diberikan kepada orang lain. mereka yang dapat mengakuinya, dengan syarat-syarat tertentu pula.
(Saragih, Banking, Program, Business, & Estate, 2024) dalam penelitiannya menjelaskan Zakat dalam Islam mempunyai arti yang sangat penting, yang berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, sosial, ekonomi dan kemasyarakatan, aspek ketuhanan, sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat mempunyai peranan sebagai penyalur pendapatan atau pendapatan dari orang kaya kepada orang miskin yang pada dasarnya merupakan pengembalian sebagian kekayaan orang mampu kepada orang miskin.
Seorang yang berhak menerima zakat disebut mustahiq. Terdapat delapan mustahiq yang berhak menerima zakat seperti yang telah dijelaskan pada surat At – Taubah ayat 60. “Sesungguhnya zakat – zakat itu hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang – orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan allah maha mengetahui maha bijaksana” At – Taubah (60).
(Indrarini, 2017) menyatakan dalam penelitiannya Pengelolaan dana zakat tidak seperti yang diukur dari kerangka penerimaan dan penggunaannya. Sistem pencatatan juga menjadi salah satu kerangka terpenting dalam pengelolaan cadangan zakat. Sistem pembukuan merupakan sistem pencatatan yang banyak dan

[image: ]banyak digunakan untuk mencatat simpanan zakat yang sudah dekat dan aktif. Kerangka pembukuan dapat berupa sekumpulan strategi yang saling berkaitan dan menjadi tolok ukur yang sama, strategi yang digunakan seperti strategi penyusunan, metode pencatatan dan strategi lainnya selaras dengan ukuran-ukuran. Langkah atau strategi yang digunakan dalam pencatatan pembukuan zakat di Indonesia didasarkan pada PSAK 109.
(Naya Nadiyah Uno a, 2023) dalam penelitiannya menjelaskan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) merupakan amalan wajib yang sudah bukan menjadi hal yang asing lagi tentunya buat masyarakat yang mayoritasnya agama islam dan telah lama dilaksanakan berulang kali. Hukum untuk mengeluarkan Zakat, Infak dan Sedekah telah ditegaskan di Al-Quran dan sunnah sekaligus terdapat banyak manfaatnya baik bagi yang memberi maupun menerima ZIS. Zakat menurut istilah fiqh Islam adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari hartawan/orang- orang yang mampu dalam finansial (the have) untuk diserahkan dan didistribusikan kepada orang-orang yang mempunyai hak menerimanya menurut aturan- aturan atau syariat Allah SWT.
(Rifani, Taufiq, & Sholihin, 2023) dalam penelitiannya menjelaskan Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al- Quran, sunah Nabi dan Ijma‟ para Ulama. Ia merupakan salah satu sendi (rukun) Islam yang selalu disebutkan dan sejajar dengan Shalat. Masalah ini mengindikasikan betapa pentingnya Zakat dalam ajaran Islam. Zakat merupakan ibadah yang sangat unik, selain mengandung ta„abba‟udi (penghambaan) kepada Allah dan dapat dicermati bahwa posisi Zakat begitu

[image: ]tinggi yang tidak dapat terbantahkan lagi, lalu secara berurutan Zakat menduduki posisi ketiga dalam rukun Islam setelah Shalat dan Syahadat, apabila Shalat merupakan ibadah murni (mahdhah), maka Zakat adalah ibadah kepada Allah melalui perantara Manusia yang sering di istilahkan dengan ibadah sosial.
2.1.5 Laporan Keuangan

(Harmadji, 2021) dalam penelitiannya menjelaskan Laporan keuangan merupakan arsip resmi yang mencerminkan kondisi moneter suatu zat dalam jangka waktu tertentu. Alasan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan data penting dan tepat kepada mitra, seperti pemegang saham, penyewa, spekulan, pemerintah dan administrasi internal, untuk membantu mereka dalam membuat pilihan keuangan.
(Harmadji, 2021) dalam penelitiannya menjelaskan pemakai laporan keuangan ingin mengetahui apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau pertanggungjawaban manajemen agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi yang tepat. Oleh karena itu, laporan keuangan harus menyediakan informasi yang akurat dan relevan mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas.
(Fitratunnisa, 2023) dalam penelitiannya menjelaskan Pelaporan Keuangan Zakat Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Sesuai dengan karakter social accounting, tujuan utama pelaporan keuangan lembaga sosial atau non-profit adalah dalam rangka untuk memenuhi aspek akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dikaitkan dengan pemenuhan harapan muzakki terkait bertambahnya manfaat yang dirasakan oleh mustahik. Transparansi

diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar keuangan dan diaudit oleh lembaga independen.
[image: ](Fitratunnisa, 2023) dalam penelitiannya menjelaskan Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109, terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil zakat secara lengkap yang terdiri dari:
1) Laporan Posisi Keuangan. Amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup beberapa hal, tetapi tidak terbatas pada pos-pos: aset, liabilitas dan saldo dana.
2) Laporan Perubahan Dana. Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dan infak/sedekah, dan dana amil.
3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada: aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan serta aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan.
4) Laporan Arus Kas. Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK No. 2: Laporan Arus Kas dan SAK lain yang berlaku.
5) Catatan atas Laporan Keuangan. Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 101: Penyajian laporan keuangan Syariah dan SAK lain yang berlaku.
Menurut BAZNAS, laporan keuangan adalah dokumen yang berisi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan zakat merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik. Laporan keuangan zakat mencatat

dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Laporan keuangan BAZNAS disusun berdasarkan:
1. Basis kesinambungan
2. Konsep biaya historis
3. [image: ]Basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas


2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai pedukung penelitian ini, dibutuhkan penelitian terdahulu sebagai sarana pembanding pada persamaan dan perbedaan dalam penelitian. Pembahasan telaah studi terdahulu adalah salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kejelasan dan informasi yang sedang dikaji dan diteliti oleh penulis. Diantara beberapa kajian yang relevan dengan judul diatas adalah:
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	NO
	Judul Nama & Tahun
Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	Analisis Transparansi			 Dan Akuntabilitas Pengelolaan	Dana Zakat,	Infaq			Dan Sedekah			(Zis)
Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan.
Finamore, P. da S., Kós Tahun 2021
	Akuntabilitas	Dan Transparansi
	Penyajian Transparansi Pengelolaan dana ZIS Yatim Mandiri Medan Transparansi merupakan penyampaian laporan laporan keuangan dan operasionalmanajemen kepada semua pihak secara terang-terangan, dengan menggunakan semua elemen sebagai dasar proses pengambilan ketetapan serta penerapan		kegiatan. Penyajian Akuntabilitas pengelolaan dana ZIS Yatim Mandiri			Medan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai	kewajiban penanggung
amanat untuk menjelaskan, menampilkan,  melaporkan



[image: ]
	
	
	
	dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan di bawah tanggung jawab itu kepada mediator yang berhak	menuntut pertanggungjawaban.

	2
	Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Yatim Mandiri Cabang Kota Makassar.
Fitratunnisa Tahun 2022
	Akuntabilitas	Dan Transparansi
	Laporan	keuangan merupakan		bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Sesuai dengan karakter social accounting, tujuan utama pelaporan keuangan lembaga sosial atau non- profit adalah dalam rangka untuk memenuhi aspek akuntabilitas		dan transparansi. Akuntabilitas dikaitkan dengan pemenuhan harapan muzakki terkait bertambahnya manfaat yang dirasakan oleh mustahik. Transparansi diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan yang disusun berdasarkan	standar
keuangan dan diaudit oleh lembaga independen.

	3
	Analisis Akuntabilitas, Transparansi			Dan Pertanggungjawaban Pada				Tingkat Pendapatan			Zakat Dalam	Mengelola Laporan		Keuangan (Pada			Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung.
Husaeri, R. A., Nurhayati,	& Sukarmanto Tahun 2018
	Akuntabilitas, Transparansi	Dan Pertanggungjawaban
	Analisis akuntabilitas pada tingkat pendapatan zakat berdasarkan	hasil rekapitulasi data pada tabel
4.19 menunjukan bahwa persentase	perolehan
jawaban	responden mengenai Transparansi di LAZ Kota Bandung adalah sebesar 90% yang berarti dapat di interpretasikan dalam kategori sangat tinggi. Analisis transparansi pada tingkat pendapatan zakat berdasarkan		hasil rekapitulasi data pada tabel
4.19 menunjukan bahwa persentase	perolehan
jawaban	responden mengenai  Transparansi  di
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	LAZ Kota Bandung adalah sebesar 86 %3 yang berarti dapat di interpretasikan dalam kategori sangat tinggi. Analisispertanggungjawaban pada tingkat pendapatan zakat Berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi data jawaban	responden
mengenai				variabel pertanggungjawaban diperoleh	nilai	persentase jawaban yakni 93% yang berarti		dapat			di interpretasikan			dalam
kategori sangat tinggi.

	4
	(the Influence of Financial Report Transparency and Zakat).
Ummi Salamah Afnita Sari Siahaan Tahun 2024
	Transparency	and Zakat
	Transparansi	laporan keuangan mengacu pada keterbukaan dan kejelasan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Medan. Laporan keuangan yang transparan akan memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan dana zakat dan bagaimana dana tersebut disalurkan untuk membantu masyarakat yang
membutuhkan.

	5
	Transparansi		Dan Akuntabilitas Laporan		 Keuangan Lembaga			Amil Zakat:		Perspektif Muzaki	Upz			Bni Syariah.
Rachma Indrarini Tahun 2017
	Transparansi	Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan
	Indonesia salah satu negara yang memiliki potensi penerimaan zakat yang besar. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar penduduk	Indonesia beragama Islam. Akan tetapi fenomena yang terjadi adalah sebaliknya dimana penerimaan zakat tidak sebesar potensi yang ada. Padahal, di Indonesia banyak Organisasi Penerima Zakat (OPZ) baik pemerintah maupun swasta yang memiliki sistem yang baik,
profesional  dan  amanah.
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	Sistem yang baik, profesional dan
amanah memiliki ukuran yang relatif. Mungkin sebagian besar Organisasi Penerima Zakat telah menilai sistem yang digunakan telah baik, profesional dan amanah. Akan tetapi berbeda dengan muzaki.

	6
	Akuntabilitas	Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109.
Zahara, H. S., Zahra, M., Prawita, A., & Zahra, S Tahun 2023
	Akuntabilitas	Dan Transparansi
	Implementasi Zakat Core Principles dan PSAK 109 mendukung pengelolaan dana zakat oleh lembaga amil	zakat	untuk mewujudkan lembaga yang transparan dan akuntabel. Zakat Core Principles memiliki 18 prinsip yang memberikan sistem dan standar yang jelas untuk elemen-elemen zakat yang berlaku.
Prinsip	ZCP
merepresentasikan akuntabilitas		dan transparansi	pengelolaan lembaga zakat yang terdiri dari 6 prinsip.
PSAK 109 digunakan sebagai dasar untuk menganalisis transaksi zakat yang diajukan amil, menjadi alat yang bisa menilai bagaimana			kualitas pelaporan amil yang akuntabel dan transparan sehingga		kinerjanya terdokumentasi dengan baik. PSAK 109 dirancang khusus untuk mengatur distribusi dan penjualan dana atau aset zakat dan memuat ketentuan tentang	pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

	7
	ASSISTANCE	IN THE
	Zakat
	Zakat	dalam	Islam mempunyai arti yang sangat
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	kepada orang miskin yang
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[image: ]Dari beberapa penelitian terdahulu diatas penelitian saya mengacu pada penelitian Husaeri, R. A., Nurhayati, & Sukarmanto, dengan judul Analisis Akuntabilitas, Transparansi Dan Pertanggungjawaban Pada Tingkat Pendapatan Zakat Dalam Mengelola Laporan Keuangan (Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan variabel, penelitian terdahulunya baik berupa subjek, objek, lokasi dan waktu penelitian yang digunakan, serta pada penelitian ini saya lebih berfokus ke penerimaan zakatnya. Persamaan penelitian ini ialah variabelnya, Variabel X dipenelitian ini adalah Akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban dan variabel Y laporan keuangan.


2.3 Kerangka Berpikir

Adapun susunan kerangka berpikir dari penelitian ini yaitu:




Baznas Kota Medan




Tranparansi
Akuntabilitas
Pertanggungjawaban
Tingkat Pendapatan Zakat Dalam Mengelola Laporan Keuangan






[image: ]Kerangka berfikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diindentifikasikan atau dirumuskan. Kerangka berfikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metedologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka tergambar beberapa	konsep	yang	akan	dijadikan	sebagai	acuan	peneliti	dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis di atas akan diterapkan dalam kerangka berpikir sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu “Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pertanggungjawaban Pada Tingkat Pendapatan Zakat Dalam Mengelola Laporan Keuangan ( Pada Baznas Kota Medan)”

[image: ]Akuntabilitas merupakan kejelasan kerja, penggunaan dan tanggung jawab antar seluruh mitra pendekatan organisasi penyelenggara zakat sehingga administrasi organisasi dalam menjalankan bagian intermediasi zakat dapat terlaksana dengan sukses dan produktif. Transparansi adalah Keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Pertanggungjawaban adalah kesepakatan dalam administrasi organisasi dengan undang-undang dan arahan yang sesuai serta standar organisasi yang baik. Pedoman ini sangat penting untuk diterapkan pada organisasi penyelenggara zakat seperti LAZ.
Zakat dalam Islam mempunyai arti yang sangat penting, yang berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, sosial, ekonomi dan kemasyarakatan, aspek ketuhanan, sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat mempunyai peranan sebagai penyalur pendapatan atau pendapatan dari orang kaya kepada orang miskin yang pada dasarnya merupakan pengembalian sebagian kekayaan orang mampu kepada orang miskin. Laporan keuangan merupakan arsip resmi yang mencerminkan kondisi moneter suatu zat dalam jangka waktu tertentu. Pelaporan Keuangan Zakat Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
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